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ABSTRAK 

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah pendidikan hukum 
melalui pembelajaran adaptif, evaluasi otomatis, dan integrasi teknologi dalam kurikulum 
nasional. Namun, pemanfaatan AI di Indonesia masih menghadapi persoalan kepastian hukum 
karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab, keabsahan akademik, 
perlindungan data pribadi, serta minimisasi jejak karbon digital yang menjadi bagian dari prinsip 
pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah pengaturan dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan nasional terkait lingkungan hidup. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih parsial sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bias algoritmik dalam pendidikan hukum. 
Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi dan sistem sertifikasi penggunaan AI untuk 
menjamin akuntabilitas, validitas akademik, serta keselarasan dengan prinsip keberlanjutan. 

Kata Kunci 
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The development of Artificial Intelligence (AI) has transformed legal education through adaptive learning, 
automated evaluation, and the integration of technology into the national curriculum. However, the use of 
AI in Indonesia still faces legal uncertainty issues due to the absence of specific regulations governing 
responsibility, academic validity, personal data protection, and the minimization of digital carbon 
footprints, which are part of the principles of sustainable development. This study uses a normative legal 
method with a legislative and conceptual approach to examine the provisions in the National Education 
System Law, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, and 
national policies related to the environment. The results of the study show that the existing legal framework 
is still partial, causing legal uncertainty and the risk of algorithmic bias in legal education. This study 
emphasizes the need for regulations and a certification system for the use of AI to ensure accountability, 
academic validity, and alignment with the principles of sustainability. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau Artificial 

Intelligence (AI) secara global telah mengubah wajah pendidikan di berbagai negara 

(Anam, et., al., 2025). AI telah diterapkan untuk personalisasi pembelajaran (Oktavian, 

et., al., 2024), penilaian adaptif (Supriyatmoko, et., al., 2025), hingga sistem 

rekomendasi akademik (Saragih, 2025). Teknologi AI juga mendorong pembuatan 

program perangkat lunak (Wijayanto & Lani, 2019), meningkatkan proses belajar-

mengajar (Pamungkas, et., al., 2024), pembuatan karya cipta (Dwitama Nugeraha & 

Muthohar, 2025), bahkan mengubah cara kerja dalam mengeksplorasi lautan (Scholin, 

2025). Maka prinsip pembangunan berkelanjutan yang merupakan asas hukum yang 

mengikat dalam kebijakan energi dan karbon harus dilaksanakan pada sektor 

pendidikan hukum berbasis AI (Quddus, et., al., 2025). Sebab bersamaan dengan 

berlangsungnya tersebut, Indonesia juga sedang menjalankan agenda besar terkait 

pengurangan atau penghilangan emisi gas rumah kaca (decarbonization) melalui 

berbagai kebijakan nasional seperti Enhanced Nationally Determined Contribution, 

Rencana Umum Energi Nasional, dan kebijakan perdagangan karbon. AI, pendidikan 

hukum, dan isu dekarbonisasi menjadi relevan ketika sistem pembelajaran 

berbantuan AI turut menyumbang kontribusi pada jejak karbon digital (digital carbon 

footprint) pada konteks prinsip pembangunan berkelanjutan (Puteri, 2024). Pendidikan 

hukum sebagai ruang pembentukan ahli hukum masa depan harus memperhatikan 

aspek legalitas pemanfaatan teknologi, termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan 

lingkungan nasional (Gohr, et., al., 2025). 

Berdasarkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Indonesia menempatkan 

pendidikan sebagai salah satu sektor strategis penerapan AI (Grace, et., al., 2023). 

Maka AI mampu mendorong pendidikan untuk adaptif dan personal (Widodo, et., al., 

2024), termasuk dalam pendidikan hukum (Suryadarma & Suwandi, 2024) yang juga 

berkaitan dengan pendidikan Islam (Alamin, 2023), adanya pendidikan hukum berarti 

menempatkan individu untuk terikat pada moralitas di dalam masyarakat, di mana 

hal ini sejalan dengan hakekat pendidikan Islam untuk menciptakan individu yang 

terbina secara rohani, jasmani, dan intelektual (Abidin, 2021). Pasca kemunculan AI 

sebagai alat bantu pembelajaran (Yasa, et., al., 2025), sistem pendidikan dunia 

memasuki babak baru (Wijaya, et., al., 2023), yang menggabungkan teknologi dan 

pedagogi (Maulidah, et., al., 2023). Negara-negara seperti Finlandia, Korea Selatan, 

dan Singapura telah menunjukkan bagaimana arah transformasi pendidikan global 

melalui pemanfaatan AI bukan hanya sekadar alat bantu pengajaran, melainkan 

secara fundamental menjadi kebijakan strategis dalam desain kurikulum nasional 

yang berorientasi pada inovasi dan efisiensi pembelajaran. Di Finlandia, integrasi AI 

dimulai dari pengembangan AI literacy pada tingkat dasar hingga menengah yang 
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menekankan pemahaman konseptual siswa terhadap cara kerja dan etika penggunaan 

AI (Klemettilä, et., al., 2025; Mertala, et., al., 2022). Pemerintah Finlandia menempatkan 

literasi AI sejajar dengan literasi digital sebagai fondasi keterampilan abad ke-21. 

Sementara itu, Korea Selatan melangkah lebih jauh dengan menjadikan pendidikan 

AI bagian dari kebijakan nasional “Digital New Deal,” termasuk penyusunan 

kurikulum khusus dan pelatihan kompetensi guru untuk mengintegrasikan 

pembelajaran berbasis AI di sekolah (Kim & Kwon, 2023; Lee, et., al., 2022). Inisiatif ini 

mencerminkan orientasi negara tersebut dalam membangun ekosistem pendidikan 

yang selaras dengan kebutuhan industri teknologi masa depan. Adapun Singapura 

menempatkan AI sebagai pilar utama dalam strategi Smart Nation melalui 

pengembangan kurikulum adaptif, analisis pembelajaran berbasis AI, serta kolaborasi 

antara lembaga pendidikan dan industri untuk menciptakan inovasi pedagogis (Lee, 

Koh & Looi, 2023; Pagani, 2024). Dengan demikian, pada ketiga negara tersebut, AI 

tidak lagi dipandang sebatas alat bantu instruksional, melainkan instrumen kebijakan 

strategis yang merekonstruksi paradigma pendidikan mengarah pada sistem yang 

lebih adaptif, terukur, dan dengan berbasis data. 

Sejumlah penelitian di Indonesia telah memusatkan perhatian pada aspek 

perlindungan data pribadi dan privasi algoritmik dalam penggunaan AI, 

sebagaimana kajian oleh Kimmy Baby Kirana & Wilma Silalahi tentang regulasi AI 

dan data pribadi (Kirana & Silalahi, 2025), serta penelitian dari Maulana Fahmi Idris 

& Methodius Kossay yang menyoroti akuntabilitas bias algoritmik (Idris & Kossay, 

2025). Penelitian oleh Hanifah Ghafila Romadona serta Dwi Nugroho Masudianto & 

Megawati Barthos memperlihatkan kecenderungan fokus mengenai dampak sosial 

serta privasi terkait penggunaan AI (Hasanah, et., al., 2025; Masudianto & Barthos, 

2025; Romadona, 2025), sementara kajian yang secara khusus mengulas penggunaan 

AI dalam pendidikan hukum dengan kerangka kepastian hukum di Indonesia masih 

terbatas. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa 

bermatabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa, tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik adalah untuk mencapai sebagai manusia 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Indonesia sendiri menempuh arah serupa melalui kebijakan Merdeka Belajar 

dan transformasi digital pendidikan yang mulai mengintegrasikan AI dalam sistem 

evaluasi, bimbingan belajar adaptif, hingga pengembangan kurikulum nasional. Akan 

tetapi, kemajuan ini bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi 



 

Page | 288  
 

(Alfarizi, 2024) yang seharusnya menjadi pijakan yuridis penerapannya. Hingga kini, 

belum terdapat norma hukum yang secara eksplisit menetapkan batas tanggung 

jawab, standar etika, maupun mekanisme akuntabilitas dalam penggunaan AI pada 

kurikulum pendidikan nasional. Ketiadaan regulasi khusus ini menciptakan kondisi 

ketidakpastian hukum (uncertainty) dalam praktik pendidikan berbasis AI. 

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menelaah bagaimana kepastian hukum diperlukan dalam pemanfaatan AI pada 

kurikulum nasional agar selaras dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan hak-

hak warga negara terhadap pendidikan.  

 

METODE PENELITIAN 

Penulisan artikel ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran 

bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pendekatan yang 

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan 

digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem 

pendidikan nasional, kebijakan digitalisasi pendidikan, serta pengaturan mengenai 

kecerdasan buatan di Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, dan 

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang (UU) 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang 

Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam 

Pembangunan Nasional.  

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan 

mengkonstruksi konsep-konsep teoretis mengenai kepastian hukum, transformasi 

digital pendidikan, dan tanggung jawab hukum dalam penerapan kecerdasan buatan, 

juga memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka konseptual 

yang memengaruhi legalitas teknologi pendidikan. Pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, buku, 

jurnal, dan dokumen akademik dari sumber resmi. Seluruh bahan hukum dianalisis 

secara deskriptif-kualitatif melalui penalaran deduktif, dengan tujuan untuk 

menjelaskan dan membangun argumentasi mengenai kepastian hukum penggunaan 

kecerdasan buatan dalam kurikulum pendidikan nasional. Landasan teoretis metode 

ini mengacu pada pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa 
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penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan konsep 

hukum sebagai instrumen ilmiah dalam menemukan solusi terhadap isu hukum 

aktual (Nurhayati, et., al., 2021). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan adalah hak yang harus di dapat setiap warga negara Indonesia 

sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatakan, “Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan,” dalam perkembangan pendidikan hukum modern, hak 

atas pendidikan kini tidak hanya dimaknai sebagai hak memperoleh ilmu 

pengetahuan, tetapi juga hak atas akses terhadap teknologi pembelajaran yang adil 

dan legal, termasuk penggunaan AI sebagai instrumen pengajaran hukum. Hal ini 

menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen dalam menjamin hak pendidikan 

bagi seluruh rakyat. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa negara memiliki 

kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa 

diskriminasi. Maka dengan demikian, pendidikan bukan hanya sekadar urusan 

individu belaka, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 

1945. 

Melalui konteks global, kini dapat diamati bahwa pendidikan hukum telah 

berada di tengah arus transformasi digital yang mempertemukannya dengan 

kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Melihat perkembangan digital yang 

ada dalam konteks pendidikan hukum, AI mulai memainkan peran fundamental 

seperti pembelajaran hukum adaptif (Zulfikar, 2023), membantu para praktisi hukum 

dalam pengerjaan tugas-tugas sederhana (Masithoh, et., al., 2023), hingga 

pengambilan keputusan hukum (Harahap, et., al., 2025). Indonesia secara aktif 

mendorong adopsi AI melalui kebijakan nasional seperti Strategi Nasional Kecerdasan 

Artifisial 2020-2045 yang menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas 

penerapan. Strategi ini menggunakan asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang 

(UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

pada Pasal 2 yaitu, “a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. 

kemanusiaan; c. keadilan; d. kemaslahatan; e. keamanan dan keselamatan; f. kebenaran ilmiah; 

g. transparansi; h. aksesibilitasi; dan i. penghormatan kepada pengetahuan tradisional dan 

kearifan lokal.” Menurut penjelasan pasal demi pasal pada UU yang sama, dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan asas kebenaran ilmiah adalah dalam Penyelenggaraan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus ada pengutamaan kebenaran dengan penanda 

terpenuhinya syarat ilmiah terutama menyangkut adanya teori penunjang serta bukti 

dan validasi empirik. Maka dengan belum adanya norma khusus yang mengatur 
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penggunaan AI dalam pendidikan hukum, akan menimbulkan persoalan lain terkait 

dengan misalnya hasil analisis atau simulasi hukum berbasis AI dapat diakui sebagai 

produk akademik atau sumber rujukan hukum yang sah. Selain itu belum mengatur 

adanya norma mengenai aspek dekarbonisasi berbasis prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang seharusnya menempatkan sektor pengguna AI wajib untuk 

memasukkan prinsip tersebut demi meminimalkan jejak karbon digital.  

Kondisi belum diaturnya peraturan khusus mengenai AI telah dikonfirmasi oleh 

Aju Widya Sari selaku direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru 

Kementerian Komunikasi dan Digital, bersama Oh Pin Ping, partnernya dari salah 

satu firma hukum di Singapura, dalam sebuah diskusi di Jakarta pada 30 September 

2025 mengatakan bahwa regulasi yang khusus untuk mengatur AI di Indonesia belum 

ada, tetapi yang bersentuhan sudah diundangkan, seperti Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan sektoral di bidang 

keuangan dan kesehatan (Firyalfatin, 2025). Hal ini berarti menunjukkan bahwa 

kerangka hukum yang ada baru bersifat parsial dan belum membentuk sistem 

regulasi terpadu bagi tata kelola AI di Indonesia. Tidak adanya kerangka regulasi ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban dan 

pengawasan terhadap sistem AI yang digunakan di lingkungan pendidikan, hal ini 

pada giliran berikutnya akan berpotensi menghambat integrasi etis dan adil sistem 

tersebut ke dalam kurikulum nasional (Haetami, 2025). Belum adanya regulasi 

sektoral AI berarti belum mengatur mengenai dimensi “green technology governance” 

pada konteks AI di wilayah pendidikan di mana hal ini merupakan kebutuhan 

fundamental AI rendah karbon untuk institusi pendidikan. 

 
Gambar 1. Grafik Penggunaan AI Menurut Frekuensi 

(Sumber: Oliver Wyman Forum Generative AI Survey, October–November 2023) 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022/analysis/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022/analysis/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/
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Hasil riset dari Anosh Pardiwalla dan kawan-kawan pada 2023, mengatakan 

tentang janji pemerintah Indonesia yang akan menerbitkan regulasi AI pada akhir 

tahun 2024, meski sampai saat ini belum efektif mencakup seluruh sektor, setidaknya 

di bidang pendidikan, telah ada penerapan AI untuk penyesuaian pelajaran siswa dan 

penyediaan bimbingan belajar. Sektor bisnis jangkauannya lebih luas lagi dengan 

tanda-tanda kestabilan adopsi AI di mana sebagian karyawan di Indonesia telah 

menggunakan AI setiap minggu pekerjaan mereka di berbagai prioritas bisnis 

(Pardiwalla, et., al., 2023). Selain itu, dalam konteks perlindungan hukum, pemerintah 

telah mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang di dalamnya mengatur mengenai pemrosesan 

data pribadi, termasuk yang dilakukan melalui AI, wajib memastikan perlindungan 

data pribadi sebagaimana tertuang pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 3 

dan Pasal 20 UU PDP, meskipun di dalamnya belum ada juga yang secara spesifik 

mengatur mengenai AI. Dalam konteks pendidikan hukum yang berkaitan dengan AI 

(Ashley, 2017; Rissland, 1988), ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan 

keraguan terhadap keabsahan hasil pembelajaran hukum berbantuan AI (Yanto, 

2025), terutama dalam hal validitas argumentasi hukum yang dihasilkan melalui 

sistem kecerdasan buatan tanpa adanya rumusan batasan yang jelas dan merata.  

Merujuk pada penjelasan oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, 

dalam sebuah seminar, mengatakan bahwa teks tertulis dalam konteks perundang-

undangan pasti memiliki titik celahnya dan hal tersebut seharusnya menjadi urusan 

peraturan di bawahnya untuk menyelesaikannya (Isra, 2025). Hal ini berarti, meski 

undang-undang utama belum secara rinci mengatur mengenai AI, peraturan 

pelaksana di tingkat yang lebih rendah seharusnya dapat mengisi kekosongan hukum 

tersebut (Wulandari, 2025). Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatakan “Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, 

kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi,” hal ini 

dapat diartikan bahwa AI masuk pada ketegori teknologi informasi yang seharusnya 

diatur di dalam peraturan ini, namun melalui dua kali perubahan UU ITE atau dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik, belum ada penyesuaian untuk perubahan dan penambahan 

pasal mengenai pengaturan AI sebagaimana juga telah diteliti oleh  (Pangaribuan & 

Shara, 2025) yang menekankan pentingnya aturan lebih jelas untuk teknologi ini dapat 

lebih dikembangkan di sektor-sektor strategis seperti pada bidang hukum, perbankan, 

bisnis, dan kesehatan. Termasuk belum adanya peraturan yang membahas mengenai 

AI di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara 

https://www.oliverwyman.com/our-culture/our-people/anosh-pardiwalla.html
https://www.oliverwyman.com/our-culture/our-people/anosh-pardiwalla.html
https://www.oliverwymanforum.com/global-consumer-sentiment/how-will-ai-affect-global-economics/workforce.html
https://www.oliverwymanforum.com/global-consumer-sentiment/how-will-ai-affect-global-economics/workforce.html
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Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional 

sebagai turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Bersamaan tahun dengan kemunculan dan penggunaan massal AI, pemerintah 

Indonesia telah mengeluarkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-

2045 dan Surat Edaran No.9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Meski 

demikian, regulasi tersebut hanya menjadi pedoman untuk pemanfaatan AI agar lebih 

beretika dan bertanggung jawab. Sementara laporan dari Organization of Economic Co-

operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa selain menyoroti peluang AI, 

adapun penelitian tersebut menjelaskan tantangannya seperti permasalahan akses, 

potensi bias, biaya tinggi, dan kebutuhan akan pelatihan guru yang mampu 

menguasai secara mendalam (OECD, 2024). Berdasarkan konteks pembuktian di 

hukum pidana, menurut penelitian dari Safriansyah Yanwar Rosyadi & Zainal Arifin 

Hoesein, hasil kerja analisis dari AI memiliki potensi untuk dijadikan bukti elektronik 

sebagaimana diakui secara hukum melalui Pasal 5 dan 6 UU ITE, meski demikian, 

posisinya dalam konteks Pasal 184 KUHAP masih belum jelas (Rosyadi & Hoesein, 

2025). Penggunaan AI di dalam pendidikan hukum tidak hanya menyangkut 

persoalan teknis, melainkan juga persoalan etika profesi hukum, maka pengaturan 

hukum yang lebih spesifik diperlukan untuk menjamin keabsahannya. 

Aliran positivistik memandang hukum harus memiliki adanya "keteraturan" 

(regularity) dan "kepastian" (certainty) yang berguna untuk menopang bekerjanya 

sistem hukum, maka John Austin mengatakan bahwa kepastian hukum adalah tujuan 

paling akhir dari positivisme hukum, menurutnya untuk sampai pada kepastian 

hukum diperlukan pemisahan hukum dan moral (Julyano & Sulistyawan, 2019). Maka 

jika dikaitkan pada konteks penelitian ini dapat dikatakan bahwa secara moral, negara 

memiliki kewajiban memastikan semua warga negara mendapat pendidikan dengan 

layak termasuk dengan akses AI yang menunjang sistem pendidikan, sebab 

pendidikan adalah nilai kebaikan bersama dan bagian dari cita-cita kemanusiaan. 

Namun secara hukum positif, kewajiban itu baru dianggap terpenuhi jika ada aturan 

tertulis dan pelaksanaan konkret dari negara. Positivisme hukum memiliki 

pandangan bahwa keberadaan regulasi yang spesifik digunakan menjadi dasar utama 

bagi kepastian hukum. Sementara beroperasinya AI di wilayah pendidikan hukum 

tanpa regulasi yang spesifik telah menciptakan ketidakpastian hukum, maka 

dimungkinkan akan terjadinya risiko kesalahan interpretasi hukum dengan bias 

subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kondisi belum adanya 

pembentukan norma hukum yang konkrit untuk pemanfaatan AI dalam pendidikan 

hukum ini akan memperpanjang perdebatan antara moralitas pendidikan dan 

legalitas hukum positif. Selain itu prinsip pembangunan berkelanjutan sudah menjadi 
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asas hukum, bukan sekadar moral lingkungan maka AI dalam pendidikan hukum 

harus dinilai bukan hanya dari legalitas digital, tetapi dari legalitas ekologis. 

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan 

hukum, pengaturan mengenai pemanfaatan AI tidak dapat dibiarkan bergantung 

pada moralitas akademik semata, harus ada penyesuaian regulasi mengenai AI yang 

menjamin kepastian hukum dan juga pengawasan pada hasil dari pembelajaran 

berbantuan AI yang berkaitan dengan pendidikan hukum. Kepastian hukum tidak 

hanya berguna untuk memastikan tanggung jawab, tetapi juga menjaga legitimasi 

pendidikan hukum di era digital agar tetap berpijak pada asas kebenaran ilmiah dan 

keadilan konstitusional. 

 

KESIMPULAN 

Hak atas pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 pada 

dasarnya adalah jaminan dari negara agar warga negaranya bisa melakukan kegiatan 

pembelajaran secara adil dan legal. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam 

pendidikan hukum menimbulkan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum yang 

tidak hanya menyangkut validitas akademik dan akuntabilitas teknologinya, tetapi 

juga keselarasan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kebijakan nasional 

mengenai penurunan emisi karbon. Dalam konteks pendidikan hukum modern, 

kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi instrumen penting dalam 

pembelajaran dan analisis hukum. Namun, dengan belum adanya norma hukum yang 

secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam pendidikan hukum menimbulkan 

ketidakpastian hukum, baik terkait keabsahan hasil pembelajaran maupun 

pertanggungjawaban atas interpretasi hukum yang dihasilkan sistem AI. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara moralitas akademik dan legalitas hukum 

positif.  

Hal ini membuat legalitas penggunaan AI tidak hanya ditentukan oleh norma 

hukum positif, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip ekologi dan tata kelola 

keberlanjutan yang kini menjadi bagian dari mandat hukum nasional. Oleh karena itu, 

diperlukan regulasi untuk mengatur mengenai penyeragaman penggunaan AI agar 

pemerintah dapat melakukan pengawasan, menciptakan standar yang seragam, serta 

menegakkan etika kepenulisan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis 

maupun institusi pendidikan hukum. Selain itu, penerapan sertifikasi dalam 

pendidikan hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan 

AI dalam proses pembelajaran tidak hanya memenuhi kriteria teknis, tetapi juga etis 

dan akademik. Sertifikasi ini dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi terhadap 

hasil kerja dengan perbantuan AI, sekaligus menjamin kompetensi dan integritas 

akademik sivitas hukum. Dengan demikian, pembentukan regulasi dan sistem 
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sertifikasi menjadi dua elemen kunci untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan 

akademik, dan tanggung jawab etik dalam pemanfaatan AI di ranah pendidikan 

hukum yang mampu merespons tantangan teknologi sekaligus menjaga keberlanjutan 

lingkungan hidup di Indonesia. 
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